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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara dengan padat penghuni yang besar, 

membutuhkan pendanaan signifikan untuk pengembangan infrastruktur. Sumber 

pendanaan utama di Indonesia adalah melalui penerimaan pajak, Penghasilan 

Negara Bukan Pajak dan penerimaan Daerah bersumber pemerintah negara asing. 

Berdasarkan dari laporan Kementerian Keuangan pada bulan Desember tahun 

2023, Negara mendapat pendapatan melalui penerimaan pajak mencapai Rp 

1.869,2 triliun atau 102,8% terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. Selain itu, penerimaan pajak mencapai 8,88% dari total yang diharapkan. 

Data tersebut menunjukan bahwa kontribusi fiskal berperan krusial dalam 

meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. 

Regulasi perpajakan yang berlaku mewajibkan pihak yang memiliki 

tanggung jawab fiskal untuk menyetorkan perpajakan kepada pemerintah tanpa 

menerima kompensasi secara langsung. Di Indonesia terdapat beragam kategori 

pajak yang diberlakukan, termasuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi daan Bangunan, Dan Bea 

Meterai. Setiap jenisnya mempunyai aturan dan perhitungan tersendiri yang 

bergantung pada subjek pajak dan entitas kena pajak. Pajak penghasilan mengatur 

mekanisme pemungutan pajak atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau 

badan dalamlnegeri dan luar negeri. 

Pajak penghasilan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang relatif 

besar. Peraturan perpajakan di Indonesia telah mengatur kewajiban perpajakan, 

termasuk Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23). Kewajiban ini dikenakan terkait 

pendapatan yang berasal modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan 

selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemotongan dilakukan 

dari pihak pemberi pendapatan saat membayarkan pendapatan untuk penerima 

pendapatan. Ketika perusahaan membayar jasa kepada vendor, maka perusahaan 
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tersebut berkewajiban untuk membayarkan PPh 23 atas jasa yang dibayarkan. 

Pemotongan Pasal 23 sendiri mencakup berbagai jenis sesuai dengan objek 

pembayarannya, termasuk sewa, jasa, dan pembayaran lainnya kepada wajib pajak 

badan usaha domestik. Hasil pemotongan tersebut, dinyatakan secara tertulis 

dalam bentuk formulir atau dokumen lain sebagai bukti pemotongan pajak 

penghasilan yang mencantumkan jumlah pajak terpotong. 

Indonesia mengimplementasikan mekanisme perpajakan self-assessment. 

Dalam sistem ini, pihak yang memiliki kewajiban fiskal diberi wewenang 

melaksanakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban pajaknya secara 

mandiri. Penggunaan bukti pemotongan PPh 23 menjadi dokumen penting bahwa 

pemotongan pajak telah dilakukan oleh pemberi penghasilan serta sebagai dasar 

untuk mengkreditkan pajak terpotong pada perhitungan Pajak Penghasilan 

terutang. Bukti pemotongan PPh 23 harus diterbitkan dan dilaporkan tepat waktu 

oleh pemberi penghasilan kepada penerima penghasilan dan kantor pajak.  

PT Pertamina Gas wajib melakukan memotong, menyetorkan, dan 

melaporkan informasi terkait PPh 23 dari transaksi pembayaran yang 

dilaksanakan kepada beberapa pihak tertentu mengikuti regulasi yang berlaku. 

Perusahaan melibatkan transaksi dengan pihak ketiga, seperti vendor, atau mitra 

usaha lainnya. Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak pada PT Pertamina 

Gas dilaksanakan secara mandiri dan ditangani langsung oleh fungsi Tax & 

Insurance. PT Pertamina Gas wajib untuk menerima dan memotong PPh 23 atas 

penghasilan yang dibayarkan dan didapatkan dari pihak tersebut. Pengelolaan 

bukti pemotongan PPh 23 yang efektif dan efisien menjadi sangat penting bagi PT 

Pertamina Gas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, untuk 

menghindari risiko denda atau sanksi, serta menjaga reputasi perusahaan sebagai 

wajib pajak yang taat dan bertanggung jawab terhadap undang-undang. 

Uraian latar belakang tersebut menjadi dasar ketertarikan penulis untuk 

membahas “Prosedur Pengelolaan Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Pada Vendor dan Customer PT Pertamina Gas”. Penulis memilih judul ini untuk 

memberikan gambaran umum tentang prosedur pengelolaan bukti pemotongan di 

PT Pertamina Gas dan memberikan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 

23.  
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1.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat 

dirumuskan ruang lingkup dalam penulisan laporan tugas akhir ini diantaranya 

sebagai berikut:  

a. Prosedur Pengelolaan Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada 

Vendor Dan Customer PT Pertamina Gas. 

b. Hambatan yang dihadapi oleh Fungsi Tax & Insurance dalam Pengelolaan 

Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Vendor Dan Customer PT 

Pertamina Gas. 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, adapapun 

tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan tugas akhir diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Menjelaskan terkait prosedur pengelolaan bukti pemotongan pajak 

penghasilan pasal 23 pada vendor dan customer  PT Pertamina Gas. 

b. Menjelaskan hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan prosedur 

pengelolaan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada vendor dan 

customer PT Pertamina Gas. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Dalam pembuatan pembuatan laporan tugas akhir ini, penulis berharap 

bisa memberikan beberapa manfaat yaitu:  

a. Bagi Penulis 

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis berharga 

dan memfasilitasi penerapan langsung ilmu perpajakan, mengembangkan 

pemahaman mendalam tentang aspek-aspek teknis dan praktis terkait 

prosedur pengelolaan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23. 
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b. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Tugas akhir ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menyediakan 

sumber acuan mengenai kegunaan, tahapan, serta tantangan dalam 

penanganan bukti pemotongan PPh pasal 23 terkait prosedur pengelolaan 

bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada vendor dan customer PT 

Pertamina Gas. 

c. Bagi Perusahaan 

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa masukan 

serta bahan referensi dalam melakukan aktivitas kerja terkait prosedur 

pengelolaan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada vendor dan 

customer PT Pertamina Gas. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Dokumentasi 

Pada metode ini, penulis memperoleh kesempatan mendapatkan berbagai 

jenis data, termasuk literatur, dokumen arsip, data statistik, dan material 

visual untuk mengumpulkan informasi terkait dengan Prosedur Pengelolaan 

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Vendor dan Customer 

PT Pertamina Gas. 

b. Wawancara 

Pada metode ini, penulis mengumpulkan data melalui metode wawancara 

dengan mengajukan pertanyaan kepada staf di fungsi Tax & Insurance yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan pajak penghasilan 23 untuk 

mengumpulkan informasi terkait Prosedur Pengelolaan Bukti pemotongan 

Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Vendor dan Customer PT Pertamina Gas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Mengacu pada pemaparan yang telah dijelaskan mengenai prosedur 

pengelolaan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada vendor dan 

customer PT Pertamina Gas, penulis menyimpulkan bahwa : 

a. PT Pertamina Gas menjalankan dua peran penting dalam pengelolaan bukti 

pemotongan pajak. Sebagai customer, perusahaan menerima bukti 

pemotongan pajak dan melakukan verifikasi dengan data yang tersimpan di 

aplikasi MySAP, kemudian merekap tersebut untuk pelaporan SPT Tahunan 

Badan. Sebagai vendor, PT Pertamina Gas bertanggung jawab untuk 

memotong dan melaporkan melalui aplikasi DJP online serta mengirimkan 

bukti pemotongan pajak kepada vendor. Perusahaan membayar dan 

melaporkan total bukti pemotongan pajak yang dikeluarkan melalui SPT 

Masa untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di setiap 

bulannya. Proses pengelolaan ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan Dan/Atau 

Pemungutan Pajak Penghasilan. 

b. Hambatan yang dialami fungsi Tax & Insurance yaitu keterlambatan 

menerima bukti pemotongan pajak dari pihak customer serta kesulitan dalam 

melakukan perekapan dengan perbedaan kurs dan pengiriman bukti 

pemotongan pajak yang menjadi gabungan dari beberapa invoice. Melalui 

hambatan ini fungsi Tax & Insurance berhasil mengatasi hambatan tersebut 

dan tepat waktu dalam Pengelolaan Bukti Pemotongan Pajak Serta Pelaporan 

PPh SPT Masa Pasal 23.  
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5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan prosedur 

pengelolaan bukti pemotongan pasal 23 dari hambatan yang telah dijelaskan 

sebelumnya sebagai berikut: 

a. Perusahaan perlu menekankan kembali kepada customer dilakukan 

pengingat secara berkala melalui email, notifikasi, atau saluran komunikasi 

lainnya secara konsisten dan berkesinambungan, informasikan detail terkait 

batas waktu penyampaian bukti pemotongan pajak dengan terperinci dan 

detail data terkait permintaan bukti pemotongan pajak vendor. 

b. Perusahaan perlu lebih memperhatikan terkait format perekapan dengan 

menggunakan 1 format saja yaitu tanggal kurs yang sesuai dengan tanggal 

pembuatan bukti pemotongan pajak yang diberikan untuk menghindari 

kesalahan dalam pelaporan SPT.  
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LAMPIRAN 

Lampiran  1 Daftar Pertanyaan Wawancara 

Narasumber  : Ibu Feby Ramadhania 

Jabatan  : Analyst Tax 

1. Bagaimana alur bisnis hingga adanya bukti pemotongan? 

2. Bagaimana alur prosedur pengelolaan bukti pemotongan pada vendor dan 

customer? 

3. Hambatan apa yang dialami dalam pengelolaan bukti pemotongan pada 

vendor dan customer? 

4. Berapa biasanya bukti pemotongan yang diterima oleh PT Pertamina Gas 

dalam kurun waktu satu bulan? 

5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bukti pemotongan terposting 

setelah dilaporkan? 
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Lampiran  2 Invoice 

 
 

 

Sumber : PT Pertamina Gas, 2024 
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Lampiran  3 Bukti Pemotongan Pajak Vendor Pajak Pasal 23 

 
Sumber : PT Pertamina Gas, 2024 

  



58 

 

 
 

Lampiran  4 Bukti Pemotongan Pajak Customer Pasal 23  

 
Sumber : PT Pertamina Gas, 2024 
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Lampiran  5 Surat Setoran Pajak 

 

Sumber : PT Pertamina Gas, 2024 
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Lampiran  6 Bukti Penerimaan Negara 

 

Sumber : PT Pertamina Gas, 2024  
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Lampiran  7 Hasil SPT Masa Mei 2024 

 

Sumber : PT Pertamina Gas, 2024 

 


